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Topik Bahasan :



Pengertian APBN

Tahapan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN

Struktur/komponen APBN

Fungsi APBN







image1.jpeg

\—M«mmm








@esavnggu ‘—\

[
1. pangercian apen
2. Tohapan penyusunan, pelaksansan dan
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

APBN adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR



APBN berisi laporan sistematis dan terperinci

yang memuat penerimaan dan pengeluaran

pemerintah dalam suatu periode tertentu

(biasanya untuk satu tahun)



APBN ditetapkan dengan UU
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PENGERTIAN APBN



APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR

APBN berisi laporan sistematis dan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu (biasanya untuk satu tahun)

APBN ditetapkan dengan UU
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PENGERTIAN APBN
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> Aponbersi laporan sstemats G terperind
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APBN merupakan arah dan sekaligus tujuan

pembiayaan pembangunan dalam suatu Negara. 

Sebagai arah APBN dijadikan batas pembiayaan

pembangunan suatu Negara, sebagai tujuan APBN 

merupakan target –target program pembangunan

selama tahun anggaran berjalan. 
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PENGERTIAN APBN



APBN merupakan arah dan sekaligus tujuan pembiayaan pembangunan dalam suatu Negara. Sebagai arah APBN dijadikan batas pembiayaan pembangunan suatu Negara, sebagai tujuan APBN merupakan target –target program pembangunan selama tahun anggaran berjalan. 
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PENGERTIAN APBN

APBN merupakan aah dan sekalges
pembiaysan pembanguran dalam suats Negas.
Sebagalarah APoN Gpdian baas pembayaan.
pembangunan suaty egara, sebaga wjan APON
merupatan argettarzet rogram pembanguran
selama ahun arggaran beran
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Setelah pemerintahan beralih dari masa orde baru

kepada masa reformasi pada tahun 1998 terdapat

perubahan mendasar dalam struktur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, terutama setelah

diterapkannya struktur otonomi daerah dalam

pemerintahan. Diantara perubahan mendasar adalah

perubahan tahun anggaran yang semula dari bulan

April samapai dengan bulan Maret tahun berikutnya, 

menjadi tahun anggaran Januari sampai dengan 

Desember.
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PENGERTIAN APBN



Setelah pemerintahan beralih dari masa orde baru kepada masa reformasi pada tahun 1998 terdapat perubahan mendasar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terutama setelah diterapkannya struktur otonomi daerah dalam pemerintahan. Diantara perubahan mendasar adalah perubahan tahun anggaran yang semula dari bulan April samapai dengan bulan Maret tahun berikutnya, menjadi tahun anggaran Januari sampai dengan Desember.
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

Pemerintah mengajukan RAPBN



Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan

APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum

tahun anggaran dilaksanakan
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Penyusunan APBN



Pemerintah mengajukan RAPBN

Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan
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PENYUSUNAN APBN

> pemeritah mergajkan BN

> Setsianmela pembarasan, 0 menetapkan
apoNselambstiambatnya 2buan ssbeum
‘ahunanggaran daksanakan
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

Setelah APBN ditetapkan (dengan UU), 

pelaksanaan APBN dituangkan dalam Peraturan

Presiden



Apabila terjadi perubahan (revisi), Pemerintah

harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk

mendapatkan persetujuan DPR, paling lambat

akhir Maret
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PeLAKSANAAN APBN



Setelah APBN ditetapkan (dengan UU), pelaksanaan APBN dituangkan dalam Peraturan Presiden

Apabila terjadi perubahan (revisi), Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR, paling lambat akhir Maret
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PELAKSANAAN APBN

> Setsah apan detapkan dengan ),
pelksaraan AvaN dtangkan dalam peratran
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

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran

berakhir, presiden menyampaikan RUU tentang

pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada

DPR berupa laporan keuangan yg telah diaudit

BPK 
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Pertanggungjawaban  APBN



Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yg telah diaudit BPK 
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PERTANGGUNGJAWABAN APEN

> Selambatnya sbuan steah tahun anggaran
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

Belanja Negara



Belanja Pemerintah Pusat

Belanja yang digunakan untuk membiayai

kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik

yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah

(dekonsentrasi dan tugas pembantuan)

Belanja pegawai, Belanja Barang, Belanja

Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM 

dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja

Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), 

dan Belanja Lainnya.
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Struktur APBN



Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat

	Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan)

Belanja pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
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

Belanja Negara



Belanja Daerah

Belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, 

untuk kemudian masuk dlm pendapatan APBD 

daerah yang bersangkutan

•

Dana bagi hasil

•

Dana Alokasi Umum

•

Dana Alokasi Khusus
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Struktur APBN



Belanja Negara

Belanja Daerah

		Belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, 	untuk kemudian masuk dlm pendapatan APBD 	daerah yang bersangkutan

Dana bagi hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus
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STRUKTUR APBN

> elrianegara
s szt
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

Pembiayaan



Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang

Negara, serta penyertaan modal negara



Pembiayaan Luar Negeri

•

Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas

Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

•

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, 

terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium 

(penundaan pembayaran utang)
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Struktur APBN



Pembiayaan

Pembiayaan Dalam Negeri

	Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara

Pembiayaan Luar Negeri

Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium (penundaan pembayaran utang)
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APBN merupakan instrumen untuk mengatur

pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka

membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan

pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi,, 

meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas

perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas

pembangunan secara umum
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Fungsi APBN



APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah  dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi,, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum
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FUNGSIAPBN

APBN merupakan nstrumen urtk mengatu
pengeliaran danpendapatan regara alam ragia
membiayaipeaksanaan kegatan pemerinah Gan
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meningatan pendapatan rasional, mereapal abias
perekanamien, dan menentukan arah st srirtas
pembargunan secaa umum
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1. Fungsi Otorisasi

Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan

pendapatan & belanja pada tahun yg bersangkutan, 

Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan

dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat

2. Fungsi Perencanaan

Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi

negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun

tersebut
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Fungsi APBN



Fungsi Otorisasi

	Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan & belanja pada tahun yg bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat

Fungsi Perencanaan

	Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut
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FUNGSIAPBN

L. rungsiotrias
anggaran egara merias asarurtk melabsarakan
pendapatan & belais padatahu yg bersanghutan,
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2. rungs perencanaan
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3. Fungsi Pengawasan

Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk

menilai apakah kegiatan penyelenggaraan

pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan

4. Fungsi Alokasi

Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya serta

meningkatkan efesiensi dan efektivitas

perekonomian
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Fungsi APBN



Fungsi Pengawasan

	Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Fungsi Alokasi

	Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian
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FUNGSIAPBN

3. rungsisengaasan
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5. Fungsi Distribusi

Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan

6. Fungsi Stabilisasi

Anggaran pemerintah menjadi alat untuk

memelihara dan mengupayakan keseimbangan

fundamental perekonomian
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Fungsi APBN



Fungsi Distribusi

	Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi Stabilisasi

	Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian





image1.jpeg

\—M«mmm








Otistogs

FUNGSIAPBN

3. rungsiDatrtusi
Keblakan anggarannegara arus memperrathan
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APBN Thn 2005-2006

(triliun rupiah)

2005

Uraian APBN % PDB

1 Pendapatan Negara dan Hibah 516.2  19.6 

>Penerimaan Perpajakan 347.6  13.2 

>Penerimaan Bukan Pajak 161.4  6.1 

>Hibah 7.2  0.3 

2 Belanja Negara 542.4  20.6 

>Belanja Pemerintah Pusat 392.8  14.9 

*Pembayaran Bunga Utang 59.2  2.2 

*subsidi 121.9  4.6 

>Belanja Daerah 149.6  5.7 

*Dana Perimbangan 142.3  5.4 

*Dana Otonomi Khusus 7.2  0.3 

3 Keseimbangan Primer 33.1  1.3 

4 Keseimbangan Umum (26.2) (1.0)

5 Pembiayaan 26.2  1.0 

>Dalam Negeri 30.9  1.2 

>Luar Negeri (4.7) (0.2)
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		(triliun rupiah)												

						 		 		2005				

						 		Uraian		APBN		% PDB		

						 		 		 		 		

						1		Pendapatan Negara dan Hibah		516.2 		19.6 		

						 		>Penerimaan Perpajakan		347.6 		13.2 		

						 		>Penerimaan Bukan Pajak		161.4 		6.1 		

						 		>Hibah		7.2 		0.3 		

						2		Belanja Negara		542.4 		20.6 		

						 		>Belanja Pemerintah Pusat		392.8 		14.9 		

						 		*Pembayaran Bunga Utang		59.2 		2.2 		

						 		*subsidi		121.9 		4.6 		

						 		>Belanja Daerah		149.6 		5.7 		

						 		*Dana Perimbangan		142.3 		5.4 		

						 		*Dana Otonomi Khusus		7.2 		0.3 		

						3		Keseimbangan Primer		33.1 		1.3 		

						4		Keseimbangan Umum		(26.2)		(1.0)		

						5		Pembiayaan		26.2 		1.0 		

						 		>Dalam Negeri		30.9 		1.2 		

						 		>Luar Negeri		(4.7)		(0.2)		
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Miliar Rupiah)

07

APBN % thd PDB RAPBN_P “thd PDB RAPBN 2008 o thd

Uraian U 18/2006 PDB
Pendapatan Negara dan Hibah 723,057.9 1.1 684,467.9 180 761,383.3 77
1 Penerimaan Dalarm Negeri 7203890 18.1 6617601 178 7593247 176
1 Penerimaan Perpajakan 5094620 135 4898918 128 5836755 136
& Pajak Dalam Negeri 4345915 131 4727569 124 5682725 132
b. Pajak Perdagangan Intemasional 145704 04 17.1349 il 154028 04
2 Penetimaan Negara Bukan Pajak 2108270 55 191,668.2] 50 1756481 a1
a Penerimaan SDA 148,256.9| 39 112,1728] 29 119,767 3| 28
b. Bagian Laba BUMN 19.100.0 il 218576 il 203836 il
¢ PNDB Lainnya 455700 12] 44,4887 12] 35,4982 08

d. Sisa Surplus Bl 136693 04
[ Hibah 26830 01 27078 01 20887 (il
BelanjaNegara 763,570.8 202 746,418.0 196 836.418.2 194
1 Belanja Permerintah Pusat 5047762 134 4338807 130 5645231 131
1 Belanja Pegawai 1012023| 27, il 28 129,535.4| Elil
2 Belanja Barang 721863 19) 625236 16) 523971 12]
3 Belanja Modal 731300 19) 68,3141 18] 101538.8| 24
4 Pembayaran Bunga Utang 650864 23 66,2905 23 915411 21
5 Subsidi 1029243 27, 105,153.9| 28 926241 23)
6 Belanja Hibah

7 Bantuan Sosial 514090 1.4 475320 12] 67.402.1 16)
& Belanja Lainnya 188379 il 241545 il 295845 07,
[ Belanja ke Daerah 2587945 65 2525373 65 2717951 63
1 Dana Perimbangan 2503428 65 2440854 64 2622611 61
2 Dana Otonormi Khusus dan Penyesuaian 64518 02 64518 02 95340 02
Keseimbangan Primer 445736 12| 24,3404 0.6 16,506.2 0.4
Surplus/Defisit Anggaran (A.B) 405129 ER] £1,950.1 ET 75,0349 47
Pembiayaan (I+1) 40,5129 11 61,960.1 1) 75,0349 17|
1 Permbiayaan Dalam Negeri 550883 15] 745597 20 917042 21
1 Perbankan Dalarm Negeri 12.9620) 03 106215 03 3000) (il
2 Non Perbankan dalam Negeri 421063 " 639381 17| 914042 21
[ Permbiayaan Luar Negeri 145554 0.4 126095 03| 166693 0.4
1 (Bruto) 02746 " 424430 " 429893 1.0)
2 548300 -15] 550532 1.4 596565 1.4
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ANGGARAN PENDAPATAN 

BELANJA NEGARA
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INTERMEDIATE TARGET :

1. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA

NEGARA

2. UANG BEREDAR

3. SUKU BUNGA

4. SISTEM PERBANKAN

5. KURS

6. IHSG
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INDIKATOR MAKRO EKONOMI

INTERMEDIATE TARGET :

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

UANG BEREDAR

SUKU BUNGA 

SISTEM PERBANKAN

KURS

IHSG











Topik Bahasan :



Pengertian APBN

Tahapan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN

Struktur/komponen APBN

Fungsi APBN













PENGERTIAN APBN



APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR

APBN berisi laporan sistematis dan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu (biasanya untuk satu tahun)

APBN ditetapkan dengan UU











PENGERTIAN APBN



APBN merupakan arah dan sekaligus tujuan pembiayaan pembangunan dalam suatu Negara. Sebagai arah APBN dijadikan batas pembiayaan pembangunan suatu Negara, sebagai tujuan APBN merupakan target –target program pembangunan selama tahun anggaran berjalan. 











PENGERTIAN APBN



Setelah pemerintahan beralih dari masa orde baru kepada masa reformasi pada tahun 1998 terdapat perubahan mendasar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terutama setelah diterapkannya struktur otonomi daerah dalam pemerintahan. Diantara perubahan mendasar adalah perubahan tahun anggaran yang semula dari bulan April samapai dengan bulan Maret tahun berikutnya, menjadi tahun anggaran Januari sampai dengan Desember.













Penyusunan APBN



Pemerintah mengajukan RAPBN

Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan











PeLAKSANAAN APBN



Setelah APBN ditetapkan (dengan UU), pelaksanaan APBN dituangkan dalam Peraturan Presiden

Apabila terjadi perubahan (revisi), Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR, paling lambat akhir Maret











Pertanggungjawaban  APBN



Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yg telah diaudit BPK 











Struktur APBN



Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat

	Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan)

Belanja pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.











Struktur APBN



Belanja Negara

Belanja Daerah

		Belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, 	untuk kemudian masuk dlm pendapatan APBD 	daerah yang bersangkutan

Dana bagi hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus











Struktur APBN



Pembiayaan

Pembiayaan Dalam Negeri

	Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara

Pembiayaan Luar Negeri

Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium (penundaan pembayaran utang)











Fungsi APBN



APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah  dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi,, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum
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Fungsi Otorisasi

	Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan & belanja pada tahun yg bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat

Fungsi Perencanaan

	Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut
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Fungsi Pengawasan

	Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Fungsi Alokasi

	Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian
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Fungsi Distribusi

	Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi Stabilisasi

	Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian





		APBN Thn 2005-2006												

		(triliun rupiah)												

						 		 		2005				

						 		Uraian		APBN		% PDB		

						 		 		 		 		

						1		Pendapatan Negara dan Hibah		516.2 		19.6 		

						 		>Penerimaan Perpajakan		347.6 		13.2 		

						 		>Penerimaan Bukan Pajak		161.4 		6.1 		

						 		>Hibah		7.2 		0.3 		

						2		Belanja Negara		542.4 		20.6 		

						 		>Belanja Pemerintah Pusat		392.8 		14.9 		

						 		*Pembayaran Bunga Utang		59.2 		2.2 		

						 		*subsidi		121.9 		4.6 		

						 		>Belanja Daerah		149.6 		5.7 		

						 		*Dana Perimbangan		142.3 		5.4 		

						 		*Dana Otonomi Khusus		7.2 		0.3 		

						3		Keseimbangan Primer		33.1 		1.3 		

						4		Keseimbangan Umum		(26.2)		(1.0)		

						5		Pembiayaan		26.2 		1.0 		

						 		>Dalam Negeri		30.9 		1.2 		

						 		>Luar Negeri		(4.7)		(0.2)		
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CONTOH APBN



		ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA																		

		TAHUN ANGGARAN 2007																		

		(Dalam Miliar Rupiah)																		

																				

		Uraian								2007								 		 

										APBN		% thd PDB		RAPBN_P		%thd PDB		RAPBN 2008		% thd

										UU 18/2006		 		 		 		 		PDB

		 								 		 		 		 		 		 

		A		Pendapatan Negara dan Hibah						723,057.9		19.1		684,467.9		18.0		761,383.3		17.7

		 		I		Penerimaan Dalam Negeri				720,389.0		19.1		681,760.1		17.9		759,324.7		17.6

		 				1		Penerimaan Perpajakan		509,462.0		13.5		489,891.8		12.9		583,675.6		13.6

		 						a. Pajak Dalam Negeri		494,591.6		13.1		472,756.9		12.4		568,272.8		13.2

		 						b. Pajak Perdagangan Internasional		14,870.4		0.4		17,134.9		0.5		15,402.8		0.4

		 				2		Penerimaan Negara Bukan Pajak		210,927.0		5.6		191,868.2		5.0		175,649.1		4.1

		 						a. Penerimaan SDA		146,256.9		3.9		112,172.6		2.9		119,767.3		2.8

		 						b. Bagian Laba BUMN		19,100.0		0.5		21,557.6		0.6		20,383.6		0.5

		 						c. PNDB Lainnya		45,570.0		1.2		44,468.7		1.2		35,498.2		0.8

		 						d. Sisa Surplus BI		 		 		13,669.3		0.4		 		 

		 								 		 		 		 		 		 

		 		II		Hibah				2,669.0		0.1		2,707.8		0.1		2,058.7		0.0

		 								 		 		 		 		 		 

		 								 		 		 		 		 		 

		B		Belanja Negara						763,570.8		20.2		746,418.0		19.6		836,418.2		19.4

		 		I		Belanja Pemerintah Pusat				504,776.2		13.4		493,880.7		13.0		564,623.1		13.1

		 				1		Belanja Pegawai		101,202.3		2.7		0.6		2.6		129,535.4		3.0

		 				2		Belanja Barang		72,186.3		1.9		62,523.6		1.6		52,397.1		1.2

		 				3		Belanja Modal		73,130.0		1.9		68,314.1		1.8		101,538.8		2.4

		 				4		Pembayaran Bunga Utang		85,086.4		2.3		86,290.5		2.3		91,541.1		2.1

		 				5		Subsidi		102,924.3		2.7		105,153.9		2.8		92,624.1		2.2

		 				6		Belanja Hibah		 		 		 		 		 		 

		 				7		Bantuan Sosial		51,409.0		1.4		47,532.0		1.2		67,402.1		1.6

		 				8		Belanja Lainnya		18,837.9		0.5		24,154.5		0.6		29,584.5		0.7

		 		II		Belanja ke Daerah				258,794.6		6.8		252,537.3		6.6		271,795.1		6.3

		 				1		Dana Perimbangan		250,342.8		6.6		244,085.4		6.4		262,261.1		6.1

		 				2		Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian		8,451.8		0.2		8,451.8		0.2		9,534.0		0.2

		 								 		 		 		 		 		 

		C		Keseimbangan Primer						44,573.6		1.2		24,340.4		0.6		16,506.2		0.4

		 								 		 		 		 		 		 

		D		Surplus/Defisit Anggaran (A-B)						-40,512.9		-1.1		-61,950.1		-1.6		-75,034.9		-1.7

		 								 		 		 		 		 		 

		E		Pembiayaan (I+II)						40,512.9		1.1		61,960.1		1.6		75,034.9		1.7

		 		I		Pembiayaan Dalam Negeri				55,068.3		1.5		74,559.7		2.0		91,704.2		2.1

		 				1		Perbankan Dalam Negeri		12,962.0		0.3		10,621.6		0.3		300.0		0.0

		 				2		Non Perbankan dalam Negeri		42,106.3		1.1		63,938.1		1.7		91,404.2		2.1

		 								 		 		 		 		 		 

		 		II		Pembiayaan Luar Negeri				-14,555.4		-0.4		-12,609.6		-0.3		-16,669.3		-0.4

		 				1		(Bruto)		40,274.6		1.1		42,443.0		1.1		42,989.3		1.0

		 				2				-54,830.0		-1.5		-55,053.2		-1.4		-59,658.6		1.4
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Topik Bahasan :

1. Pengertian APBN

2. Tahapan penyusunan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban APBN

3. Struktur/komponen APBN

4. Fungsi APBN


